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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dalam
kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi khususnya
untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, perlu
mengubah ketentuan mengenai persyaratan dalam
pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan

pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan
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Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29
TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dihapus dan ayat (6)
diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a meliputi kegiatan:

a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi
konvensional;

b. Survei Umum Migas Non Konvensional;

c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi konvensional; dan

d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi non-konvensional.

(2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
antara lain meliputi kegiatan:

a. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum,
studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi,
untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di

dalam negeri atau luar negeri;
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(3)

(4)

(5)

(6)

b. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum,
studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi
untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar
negeri; dan/atau

c. pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi,
dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data
(disclosed data) dalam rangka pengalihan
interest, termasuk pembukaan data secara
virtual.

Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

meliputi kegiatan:

a. pengolahan Minyak Bumi;

b. pengolahan Gas Bumi;

c. pengolahan Hasil Olahan; dan

d. dihapus.

Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d

meliputi kegiatan:

a. penyimpanan Minyak Bumi,

b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan

d. penyimpanan Hasil Olahan.

Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e

meliputi kegiatan usaha:

a. Pengangkutan Minyak Bumi;

b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak;

c. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

d. pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan

e. pengangkutan Hasil Olahan.

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f

meliputi kegiatan:

a. niaga Minyak Bumi;

b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak;

c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
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d. niaga Umum Hasil Olahan;

e. niaga Terbatas Hasil Olahan;

f.  niaga Gas Bumi melalui pipa;

g. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan
distribusi; dan

h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

a.

untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling
lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang
paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap
perpanjangan;

untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk
setiap perpanjangan;

untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat
diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk
setiap perpanjangan; dan

untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang
paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap

perpanjangan.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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